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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi untuk 

peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan didapatkan 

faktor – faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja 

pelaksanaan anggaran yaitu faktor perencanaan, faktor sumber daya manusia, faktor 

pimpinan dan faktor sistem, adapun strategi dalam peningkatan kinerja pelaksanaan 

anggaran didapat 3 strategi prioritas yang dapat segera dilakukan  dan 5 strategi 

jangka panjang melalui pengkajian dan perencanaan yang matang  dengan program 

peningkatan kapasitas, pengendalian manajemen dan akuntabilitas, yang secara 

rinci kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung:  

a.  Indikator Deviasi halaman III DIPA :  

Faktor pendukung terkait dengan insiatif yaitu faktor pimpinan dengan adanya 

kebijakan pembatasan revisi anggaran.  

Faktor penghambatnya terkait dengan kualitas yaitu perencanaan yang kurang 

matang dalam pembuatan RPD, faktor SDM dikarenakan tidak adanya 

ketertiban pelaksanaan dan penyesuaian RPD. faktor pimpinan dikarenakan 

tidak adanya pengawasan dan supervisi terhadap pembuatan RPD dan 

persetujuan permintaan dana. Terkait dengan kehandalan yaitu faktor sistem 

belum ada standar operasional prosedur.  

b.  Indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. 

Faktor pendukung terkait dengan kualitas yaitu SDM sudah lulus sertifikasi dari 

Kementerian Keuangan, terkait dengan  inisiatif yaitu mengutamakan 

penggunaan UP/TUP untuk reimbursement, faktor pimpinan adanya kebijakan 

pengurangan uang persediaan untuk yang terlambat memberikan per tanggung 

jawaban.  
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Faktor penghambat terkait dengan kualitas yaitu faktor sumber daya manusia 

dimana ada overload pekerjaan, faktor pimpinan kurangnya komitmen 

pimpinan, dimana seringnya melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan, terkait 

dengan kehandalan yaitu faktor sistem karena belum adanya SOP serta belum 

adanya sistem internal dalam pengontrolan per tanggung jawaban.  

c.  Indikator data kontrak 

Faktor pendukung terakit dengan inisitif yaitu faktor pimpinan adanya kebijakan 

dari pimpinan agar mengutamakan bekerja sama dengan pihak ke 3 yang sudah 

terdaftar dalam e katalog. 

Faktor penghambat terkait kualitas yaitu faktor sumber daya manusia dimana 

pejabat pembuat komintmen tidak melakukan kontrol atas    peng input an data 

kontrak yang dilakukan oleh pembantu PPK. 

d.  Indikator penyerapan anggaran:  

Faktor pendukung terkait inisiatif yaitu faktor dari pimpinan adanya SK dari 

kuasa pengguna anggaran untuk staf yang terkait penyerapan anggaran.  

Faktor penghambat terkait dengan kualitas dikarenakan tidak adanya 

perencanaan yang matang untuk realisasi, faktor sumber daya manusiaa 

dikarenakan banyak dokumen syarat pembayaran belum lengkap. faktor 

pimpinan dikarenakan pimpinan tidak memperhatikan target realisasi 

disesuaikan oleh target kementerian keuangan. Terkait dengan kehandalan yaitu 

faktor sistem belum adanya SOP. 

2. Strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran:  

Tiga strategi prioritas yang dapat segera dilakukan untuk prioritas pertama 

Strategi pengendalian manajeman dengan meningkatkan pengawasan pimpinan 

dalam setiap pelaksanaan tugas, prioritas kedua strategi peningkatan kapasitas 

SDM dengan membuat laporan rutin pelaksanaan anggaran, prioritas ketiga strategi 

akuntabilitas vertikal dengan memberikan pertanggungan jawaban kepada satuan 

kerja di atasnya sebagai penilaian kinerja.  

Lima strategi yang dapat dilakukan dalam jangka panjang melalui 

pengkajian dan perencanaan yang matang yaitu pertama strategi peningkatan 
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kapasitas SDM dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan 

untuk sosialisasi dan bimbingan teknis, kedua  strategi peningkatan kapasitas 

organisasi dengan melakukan evaluasi kinerja, ketiga strategi peningkatan 

kapasitas tekhnologi dengan membuat sistem internal pelaksanaana anggaran 

secara terpadu, ke empat strategi peningkatan kapasitas tekhnologi dengan 

melakukan koordinasi serta melihat sistem informasi yang digunakan satuan kerja 

yang berprestasi, ke lima strategi pengendalian manajeman dengan memberikan 

sanksi bagi pegawai yang lalai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada kinerja pelaksanaan 

anggaran, maka penulis memberikan saran untuk Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dalam rangka peningkatan kinerja 

pelaksanaan anggaran sebagai berikut: 

1. Perlu peningkatan koordinasi secara vertikal kepada atasan dan horizontal 

kepada sesama staf pengelolaan anggaran. 

2. Perlu disusun kebijakan / peraturan Direktur selaku kuasa pengguna anggaran 

yang mengatur mekanisme dalam pelaksanaan anggaran. 

3. Perlu adanya pembinaan untuk pengelolaan keuangan, perencana dalam 

melakukan tugas dalam pelaksanaan anggaran. 

4. Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

anggaran secara berkala. 

5. Perlu melakukan sosialisasi secara berkala tentang perubahan – perubahan 

kebijakan dalam pelaksanaan anggaran. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara ini merupakan sarana untuk menggali informasi pendapat responden 

yang berkaitan dengan penelitian “Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian 

Kesehatan” jawaban yang diberikan Bapak/Ibu sangat berguna dalam menggali 

informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.  

Nama    : 

Jabatan  : 

NIP   : 

Lokasi wawancara : 

Waktu   : 

 

Rumusan masalah pertama:  

Faktor – faktor apa saja penyebab tidak tercapainya nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran dengan kategori baik, untuk indikator deviasi halaman 

III DIPA, pengelolaan UP/TUP, data kontrak dan penyerapan anggaran 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 - 2021? 

 

A. Kualitas:  

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait dengan penilaian kinerja pelaksanaan 

anggaran terkait dengan indikator deviasi Hal III DIPA, pengelolaan 

UP/TUP, laporan data kontrak, penyerapan anggaran? 

2. Bagaimana proses pembuatan Rencana Penarikan Dana? 

3. Bagaiman proses revisi anggaran? 

4. Bagaimana perhitungan pembagian uang persediaan /tambahan uang 

persediaan untuk setiap kegiatan? 

5. Bagaimana prosedur permintaan Uang Persediaan /Tambahan Uang 

Persediaan? 



6. Apakah dalam pengajuan Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan 

memperhatikan rencana penarikan dana yang terdapat pada halaman III 

DIPA?  

7. Bagaiman prosedur per tanggung jawaban Uang Persediaan /Tambahan Uang 

Persediaan? 

8. Kontrak – kontrak apa saja yang harus dilaporkan ke KPPN? 

9. Bagaimana proses penyampaian data kontrak? 

10. Bagaiman perhitungan penyerapan anggaran setiap triwulan? 

B. Kuantitas:  

1. Berapa lama waktu pembuatan Rencana Penarikan Dana? 

2. Setiap berapa kali Rencana Penarikan Dana di update pada halaman III 

DIPA? 

3. Apakah setiap terjadi revisi anggaran selalu dilakukan peng update an untuk 

rencana penarikan dana pada halaman III DIPA? 

4. Berapa lama pencairan Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan dari 

pengajuan? 

5. Berapa lama batas waktu maksimal Uang Persediaan/Tambahan Uang 

Persediaan yang sudah diterima harus di per tanggung jawabkan? 

6. Berapa lama data kontrak biasanya dilaporkan dari tanggal tanda tangan 

kontrak? 

7. Berapa lama jangka waktu suatu anggaran dapat tercatat sudah terserap pada 

perhitungan penyerapan anggaran? 

C. Kerja sama:  

1. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rencana penarikan dana? 

2. Bagaimana koordinasi dalam pembuatan rencana penarikan dana? 

3. Siapa yang menyetujui jika terjadi revisi anggaran? Bagaimana koordinasi 

dalam proses revisi anggaran? 

4. Siapa saja yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan dan tambahan 

uang persediaan? 



5. Bagaimana koordinasi dalam pengajuan Uang Persediaan /Tambahan Uang 

Persediaan? 

6. Bagimana koordinasi dalam per tanggung jawaban UP/TUP? 

7. Siapa saja yang terkait dengan pelaporan data kontrak? 

8. Bagaimana koordinasi dalam proses peloporan data kontrak? 

9. Siapa saja yang berhubungan dalam penentuan penyerapan anggaran?  

10. Bagaimana koordinasi dalam hal penyerapan anggaran? 

D. Insiatif:  

1. Upaya apa yang selama ini sudah dilakukan untuk keakuratan dalam 

pembuatan RPD?  

2. Upaya apa yang selama ini sudah dilakukan untuk ketertiban dalam peng 

update rencana penarikan dana pada halaman III DIPA?   

3. Upaya apa yang sudah dilakukan agar revisi anggaran tidak sering 

dilakukan? 

4. Upaya apa yang sudah dilakukan pengelola keuangan untuk dapat 

melaporkan Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan tepat waktu? 

5. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk ketepatan dalam penyampaian data 

kontrak? 

6. Upaya apa yang sudah dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan 

yang direncanakan? 

D. Kehandalan  

1. Apakah ada sistem khusus yang digunakan dalam rangka memperlancar 

dalam pelaksanaan anggaran? 

2. Apakah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan anggaran mendukung? 

3. Apakah ada reward dan punishment yang diberikan dalam pelaksanaan 

anggaran? 

4. Apakah ada pelatihan secara berkala terkait pengetahuan tentang 

pelaksanaan anggaran yang baik? 

5. Apakah ada per tanggung jawaban yang harus dilakukan kepada unit eselon 

1? 



6. Apakah ada kontrol dari kuasa pengguna anggaran atau koordinator 

administrasi dan umum dalam pelaksanaan anggaran? 

7. Apakah kondisi lingkungan kerja nyaman dalam pelaksanaan anggaran? 

 

Rumusan masalah kedua: 

Bagaimana cara peningkatan kinerja pelaksanaan Anggaran Direktorat 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian 

Kesehatan agar mendapatkan nilai IKPA dengan kategori baik? 

A. Peningkatan Kapasitas (Cammack,2007): 

1. Apakah ada pengembangan SDM yang rutin dilakukan terkait dengan 

pengetahuan dalam pelaksanaan anggaran? 

2. Apakah ada pengembangan kemampuan dalam penggunaan teknologi 

untuk pelaksanaan anggaran dalam hal membuat laporan, koordinasi dan 

sistem informasi?  

3. Apakah ada anggaran untuk pengembangan sarana dan prasaran dalam 

pelaksanaan anggaran? 

4. Apakah ada evaluasi terhadap pengembangan kapasitas jika pernah 

dilakukan?  

B. Akuntabilitas  

1. Bagaimana per tanggung jawaban atas anggaran yang sudah digunakan? 

2. Bagaimana per tanggung jawaban atas revisi anggaran dan perubahan – 

perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran? 

3. Bagaiman per tanggung jawaban atas kebijakan yang diambil dalam 

proses pelaksanaan anggaran? 

4. Apakah dalam melakukan revisi anggaran sudah dilakukan sesuai dengan 

tata cara revisi anggaran? 

5. Apakah kontrak yang dilaporkan sesuai dengan peraturan pengadaan 

barang dan jasa? 

6. Apakah pelaporan per tanggung jawaban UP/TUP sudah memperhatikan 

peraturan yang berlaku? 



7. Apakah pelaporan realisasi anggaran memperhatikan Bagan Akun 

Standar? 

8. Apakah RPD yang dibuat memperhatikan target dalam rencana kerja 

pemerintah? 

C. Pengendalian Manajeman  

1. Apakah dalam pembuatan rencana penarikan dana, penetapan target 

penyerapan anggaran, penyampaian data kontrak, pengelolaan Uang 

Persediaan /Tambahan Uang Persediaan ada kontrol dari kuasa pengguna 

anggaran? Jika ada bagaimana bentuk kontrol nya? 

2. Apakah ada standar operasional prosedur dari setiap indikator dalam 

pelaksanaan anggaran? Jika ada bagaiman kontrol kuasa pengguna 

anggaran dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang berlaku? 

3. Apakah ada kriteria khusus sumber daya manusia yang ditugaskan dalam 

pelaksanaan anggaran? 

4. Apakah kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan penugasan 

atas pelaksanaan anggaran tersebut? 

5. Apakah ada reward jika nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

mendapatkan nilai baik dari kuasa pengguna anggaran? 

6. Apakah ada penilaian per individu sesuai dengan tugasnya dalam 

pelaksanaan anggaran? 

7. Apakah kuasa pengguna anggaran selalu melakukan komunikasi dalam 

pelaksanaan anggaran? 

8. Apakah ada rapat rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran? 

9. Apakah kuasa pengguna anggaran selalu memberikan contoh yang baik 

dalam pelaksanaan anggaran? 

10. Apakah kuasa pengguna anggaran memberikan motivasi dalam 

pelaksanaan anggaran? 

 

 



PEDOMAN TELAAH DOKUMEN  

“Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan” 

No Dokumen Ada Tidak Ada 

 Dokumen Internal:   

1 Notulen rapat pelaksanaan anggaran tahun 

2019 - 2021 

  

2 Rekap Data Kontrak tahun 2019 -2020   

3 Daftar surat dispensasi data kontrak tahun 

2019 - 2021 

  

4 Nota Dinas Revisi Anggara tahun 2019 -2021   

5 Rekap rencana penarikan dana tahun 2019 - 

2021 
  

6 Rekap rencana penyerapan anggaran per 

triwulan tahun 2019 - 2021 
  

7 Rekap Uang Persediaan/Tambahan Uang 

Persediaan tahun 2019 - 2021 
  

 Dokumen Eksternal:   

1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Tahun 2019 - 2021 

  

2 Dokumen Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2019 

- 2021 

  

3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

tahun 2019 - 2021 
  

 



PEDOMAN OBSERVASI 

“Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan” 

Pengamatan Variabel Indikator 

Subjek Koordinasi / Komunikasi  1. Komunikasi pimpinan 

dengan staf pelaksana 

anggaran 

2. Komunikasi sesama staf 

pengelola keuangan  

3. Komunikasi pengelola 

keuangan dengan perencana 

4. Komunikasi pengelola 

keuangan dengan bagian 

pelaksanaan kegiatan 

 

  Proses 1. Pengawasan pimpinan 

dalam pelaksanaan anggaran 

2. Penyampaian per tanggung 

jawaban uang persediaan / 

tambahan uang persediaan 

3. Pemeriksaan per tanggung 

jawaban penggunaan dana 

4. Peng input an data kontrak 

dalam aplikasi 

5. Peng input an rencana 

penarikan dana dalam 

aplikasi 

6. Peng input an penyerapan 

anggaran 

Sarana dan 

Prasarana 

Kondisi 1. Komputer / Laptop 

2. Jaringan internet 

3. Ruang kerja 
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